SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum  Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk
Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern  Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum
Kota Bengkulu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang
Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun 2025;
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Mengingat

1.
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum Tahun 2017 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4890);

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
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Menetapkan

KESATU
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Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135)

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356
Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TAHUN 2025.

Menetapkan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu
Tahun 2025 yang terdiri dari :

1. Pengarah

2. Penanggungjawab
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KEDUA

KETIGA

3. Ketua

4. Sekretaris

5. Anggota

Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksud dalam
Diktum KESATU  tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah dimaksud dalam Diktum KESATU
melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :

a. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai
dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang
telah disusun;

b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan
SPIP.

2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut :

a. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas SPIP
tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di
Lingkungan KPU Kota Bengkulu;

b. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus
untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk
tercapainya tujuan organisai melalui kegiatan yang
efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan pada
peraturan perundang-undangan;

c. Menciptakan dan memelihara lingkungan
pengendalian yang menimbulkan perilaku positif
dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan
KPU Kota Bengkulu;

d. Memantau Sistem Pengendalian Intern di
Lingkungan KPU Kota Bengkulu.

3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut :

a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak
penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kota
Bengkulu;
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b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal
kegiatan pengyelenggaraan SPIP sesuai dengan
arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;

c. Melakukan koordinasi, integrasi dan
monitoring penyelenggaraan SPIP;

d. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan
Tugas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP instansi
lainnya;

e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP
kepada Penanggungjawab.

4. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut :

a. Membantu ketua dalam mempersiapkan
penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan
penyelenggaraan SPIP;

b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;

c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan
penyelenggaraan SPIP;

d. Mempelajari peraturan perundang-undangan
serta pedoman atau referensi yang terkait dengan
SPIP;

e. Mengidentifikasi tools dari setiap unsur SPIP
yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP dan
tools yang sudah dimiliki Komisi Pemilihan Umum
Kota Bengkulu;

f. Membantu Ketua dalam berkoordinasi, integrasi
dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit
kerja KPU Kota Bengkulu;

g. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi
dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan
SPIP pada instansi lainnya;

h. Membantu Ketua dalam menyusun laporan
kegiatan penyelenggaraan SPIP;

i. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penerapan
SPIP di masing-masing Bagian;

5. Anggota, dengan tugas sebagai berikut :
a. Membantu Sekretaris dalam penyusunan rencana

tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;
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b. Membantu  Sekretaris dalam  melaksanakan
dan menerapkan SPIP dalam setiap kegiatan di
masing-masing bagian,;

c. Membantu Sekretaris dalam menyusun laporan
kegiatan penyelenggaraan SPIP;

d. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan

SPIP;
e. Mempelajari  peraturan perundang-undangan
serta pedoman atau referensi yang terkait

dengan SPIP.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya anggota tim di atas perlu
melakukan koordinasi internal maupun eksternal
dengan instansi terkait serta bertanggung jawab
kepada Divisi Hukum dan Pengawasan melalui
Sekretaris KPU Kota Bengkulu.

KELIMA :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 11 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

RAYENDRA PIRASAD

Salinan sesuai dengan aslinyva

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BENGKULU

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TAHUN 2025

JABATAN DALAM
NAMA JABATAN DALAM INSTANSI
TIM
KETUA KPU KOTA
RAYENDRA PIRASAD PENGARAH
BENGKULU
ANGGOTA KPU KOTA
ANGGI STEPHENSENT PENGARAH
BENGKULU
ANGGOTA KPU KOTA
BAMBANG MEILIANSYAH PENGARAH
BENGKULU
ANGGOTA KPU KOTA
IRWANSAH PENGARAH
BENGKULU
ANGGOTA KPU KOTA
RISEN LUBIS PENGARAH
BENGKULU
SEKRETARIS KPU KOTA PENANGGUNG
ZAHYOCHI
BENGKULU JAWAB
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
NINA SRY USTINA KETUA
PEMILU, PARMAS DAN
HUBMAS
KEPALA SUB BAGIAN
ZOHRI JUNEDI SEKRETARIS
HUKUM DAN SDM
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KEPALA SUB BAGIAN
9. ERLINA PERENCANAAN, DATA DAN ANGGOTA
INFORMASI

KEPALA SUB BAGIAN
10. BETI SUSIANTI KEUANGAN, UMUM DAN ANGGOTA
LOGISTIK

STAF SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
11. NURAIDA ANGGOTA
PEMILU, PARMAS DAN

HUBMAS

STAF SUB BAGIAN
12. YULIANA KEUANGAN, UMUM DAN ANGGOTA
LOGISTIK

STAF SUB BAGIAN
13. LORA NOVENI PERENCANAAN, DATA DAN ANGGOTA
INFORMASI

STAF SUB BAGIAN HUKUM
14. SEPTI MULYANI ANGGOTA
DAN SDM

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 11 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

RAYENDRA PIRASAD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

Repa ub Bagian Teknis Penyelenggaraan
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